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BUPATI LEBONG 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONO 
NOMOR 32 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENANOANAN PENGADUAN MASYARAKAT 

OENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

a. 

BUPATI LEBONG, 

bahwa untuk mewujudkan penyelengg~ 
pemerintahan yang bail< serta bebas dan 

praktek korupsi, kolusi dan nepotisme; 

b. bahwa bentuk panisipasi atau peran serta 
masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan, pengelolaan penanganan pengaduan 

masyarakat perlu dilaksanakan dengan baik, 
cepat, tcpat dan dapat dipertanggungjawabkan; 

c. bahwa dalo.m rangka efektivitas pcnanganan 
pengaduan masyarakat serta menjamin mutu 

hasil penanganan pengaduen masyarakat 
clipandang perlu menyusun pedoman, kriteria dan 
mekanisme penanganan pengaduan masyarakat di 
lingkungan lnspektorat Kabupaten Lebong; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimane 
dimaksud pada huruf a, hun.u b dan hun.u c, 

perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang 
Penanganan Pengaduan Masyarakat. 

J. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 

Provinsi Beng)rulu (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Lcbong dan Kabupaten Kepahiang 

di Provinsi BenglruJu (Lcmbaran Negara R.epublik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lcmbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4349); 
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3. 

6. 

7. 

8. 

9. 

IO. 

2011 tentang 
Undang-Undong Nomor 12 Tahun . (Lc:ntbaran 
Pembentuknn Peraturan Pcrundang-und~~an Nornor 82, 

Negara Republik Indonesia Tahun . 2 ndonesia Nomor 
Tambahon Lc_mbanm Ncsar;a Repuultk I Undong-Undang 
5234), scbaga1mana 1elnh d1ubah dcngan At.as Undang· 
Nomor 15 Tnhun 2019 ten tong Pcrubahan p mbentukan 
Undang Nomor 12 Tohun 2011 1cntang era Republik 
Peraturan Perundang-unciangan (Lembaran ~ga Lc:mbaran 
Indonesia Tnhun 2019 Nomor 183, Tam an 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

20 11 ten tang 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun . Lc:mbaran 
Pembentukan Peraturan Perunciang-undangan ( 82 
Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2004 N~mo~ mo; 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndones1a 0 

5234), sebagnimana telah diubah dengan Undang-Uodang 
Nomor 15 Tohun 2019 ten tang Perubahan Atas Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Pcrundang-undnngan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega ra Republik lndonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kaJi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tent.ang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 

2006Nomor 25, Tombahan Lembamn Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pcmerinlahan Antara Pemerintah 
Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupatcn/Kota (Lembarnn Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 
48 I SJ; 
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11. 

12. 

13. 

14. 

17. 

g sistcm 
p 2008 tentan 1·k 

eraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun Negara Repub 1 

Pengendalian Intern Pcmerintah (Lcmba.ran bahan 1.,embaro.n 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tarn 
Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

2o 17 ten tang 
Pcraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun pemerintnh 
Pcmbinaan dan Pcngawasan Pcnyclenggara;:1 TahUD 20 l 7 
Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indones 
Nomor 73); 

0 TahUO 2015 
Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 8 rah (Serita 
tentang Pembentukan Prociuk HukUm Dae 6036), 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nornor_ oaJam 
scbagaimana tclah diubah dengan Peraturan Mentrn AtaS 
Negcri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peruba 

8 
2015 

Peratuaran Menteri Dalam Ncgeri Nomor 80 Tahun · Negara 
lentang Pcmbcntukan Prociuk Hukum Daeroh (Bent.a 
Rcpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor I 57); . 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang St9le

1
~ 

Pengendalian Intern Pcmerintah (Lcrnbaran Negara Repub 1 

Indonesia Tahun 2008 Nornor 127, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 
ten tang Pcdoman Tata Carn Pengawasan atas 
Penyelcnggaraan Pcmerintahon Oaerah sebagaimana 
tclah diubah dcngan Pcruturnn Mcntcri Dnlnm Ncgeri Nomor 
8 Tohun 2009 t.entong Pcrubnhnn alas Pernturan Menteri 
Oalam Ncgcri Nomor 23 Tuhun 2007 tentang Pcdoman 
Tata Carn Pcngawason atns Pcnyclenggamnn Pemerintahan 
Dncrah. 

BAB 1 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong; 

2. Pemerintah Daerah adalah kcpala daerah scbagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom; 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom; 

4. Kepnla Daerah yang selanjutnya disebut Bupati 
adalah Bupati Lebong; 
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pembantu ah S. Pcrangknt Dnernh udnlah unsur . taho.Jl daer 
Bupati dnlnm pcnyclcnAAnrnnn pcn~~eta,riat DPRD, 
ynng teroiri dnri Sckrclnrinl Dacroh, J{~carnnton pada 
lni.pcktornt, Dinnit. Bndnn d a n 
Pcmerintnh Knbupnten LebonR; disebul 

utau yang . 6. Pemcrintah Dcsn ndnlah J<cpala DesA 
I 

t oesa sebaga1 
dengr\n nruna lain dibontu pcrnng<a. 

· p · t a l1 •1n Desa, unsurpc nyclcngggrn e menn < • • at ASN 
I . tnya d1singk ah 7. Aparatur S ipil Ncgnra yang se a nJU d Pernerint 

adalnl1 Aparatur Sipil Negara pn a 
Kabupa te n Lebon~; 

Pemerintahan 8. Pc rangkat Desa adnla h Penyclcnggobnl . 
Desa pa da Pcmerintnl1 Kobupaten Le ong, 

b ·k warga 9. Masyarakat adalah scluruh pihak, ~ orang 
Negara maupun penduduk sebagru . 
perseorangan, kelompokmoupun bodan hukum, 

10. Pcnyelenggara Negara adalah pejaba t ~~! 
menjalanka n fungsi pclayanan publik yang g 
pokoknyo berkaitan deogan penyelenggaraan negara 
sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang-
u ndangan: 

11. Jnspcktorat a dalah Jnspektorat Ka bu paten Le bong; 
12. lnspektur ndalah lnspektur Kabupaten Lebong; 
13 .Aparat Pencgak Hukum yang selanjutnya 

d isingkat dengan APH adalah Kejaksaan dan atau 
Kepolisian; 

14. Pela por adalah masyarakat baik individu 
a tau kelompok yang m enyampaikan pengaduan ke 
Jns pcktoral; 

15. Terlapor a dalah penyelenggara Negara atau aparatur 
pemerin tahan yang diduga mclakukan penyimpangan 
atau pelanggaran ; 

16. Auclitor adalah PNS ya.ng d iberi tugas, tanggungjawab, 
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang 
bcrwen a ng untuk melaks anakan pengawasan pada 
instansi p e m erin tah; 

17. Pejabat F'ungsional Pengawns Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintohan Daerah yang sclanjutnya disingkat PPUPD 
adaJah PNS yang dibc ri tugas, ta.nggung jawab 
wewenang, dan huk secaro penuh oleh pejabat yang 
berwena.ng untuk melakuknn kegiatan pengawasan atas 
penyelenggaraan urusan p cmcrintnhan konkuren; 

18. Pengadun n masyarakat ad aJah lapornn dari masyara.kat 
mengeoai adanya duga an terjad inya penyimpangan yang 
dilakukan oleh Penyelenggara Pemerintahan Daerah 
dan/atau Pemerinta h Desa dalarn penyelenggara an 
pemerintahan; 
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k mata.n 

19 Kl ·n · 1 otOU e.,,. · 

· nn 1kasi adnlnh proRcll pcnjcrn1J~or menge naJ 

yang bcrupn mcmbcrikan pc ttJclnsai;0 porsi yan~ 

pcrmnsnlnhnn ynng dincluknn pad a P da.Il 1nst01151 

scbcnnrnyn kcpndu s umber pcngndunn 

tcrknit: 
d atkafl 

. k men op 

20. Konfirmasi odnlah prose s k cg1ntan uni u Jopor yang 

pcncgnsnn mengcnni kcbcrndonn tcr kelompok 

tcriclc ntifikasi, bnik bcrsifnt pcroro~~~~n terrnasuk 

mnupun institusional, npobila m cmung 1 

masalnh yang dindukon/dilnporkan. 

BAD II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Paso! 2 

• • • dalah sebagai 
Maks ud penyusunan Pcraturan Bupat1 1111 a d an 

acuon atau pcdomnn dalam pcnanganan penga u t 

masyarokat agar lebih sistematis, cfektif, cfisien d'.'-11 dapa 

dipertanggungjawabkan kepadn masyarakat sesuru dengan 

ketentuan don pcraturan perundang· undangan yang 

bcrlaku. 

PasaJ 3 

Tujunn penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai 

berikut: 

a. menyclesaikan penanganan peogaduan masyarakat 

secara cepat, tepat, tcrtib dan dapat dipertanggung 

jawabkan kcpada masyarakat scsuai dengan ketentuan 

peraturan perundang undangan yang berlaku; 

b. mendukung tcrwujudnya tata Kclola pemerintahan yang 

baik t crbcbas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di 

lingkungan Pemcrintah Daerah; 

c . meningkatkan koordinasiantar lembaga/instansi 

daJam mcnyclcsaikan pennnganan pengaduan 

m asyarakat; dan 

d . meningkatkan portisipasi masyaraknt secara tcrtib dan 

bertanggung jawab dnlam pcngawasan terhadap 

penyclenggaraan pemerintahan dan pelayanan 

masyarakat oleh penyelenggaro Negara atau ASN . 

PasaJ 4 

Ruang lingkup Pe r a turan Bupati meUputi: 

a . prinsip penonganan pengaduan masyarakat; 

b . kritcria dan jenis pengaduan rnasyarakat; 

c. mekanisme/tata cara pengaduan masyarakat; 

d . tindak lanjut hasil pemeriksaan dan evaluasi. 
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BAB Ill RAKAT 
PRINSIP PENANGANAN PENGADUAN MASVA 

Pasal 5 
t rn crU pokan 

(l) Prinsip penanganan pengaduan m t~s~u~a~ penangannn 
nila i dnsnr yang wnjib dipcdomani 8 n · 
pengaduan masynrnkat. 

m asyarakat 
(2) Prinsip pen anganan pc n gucluan di . d ari 

sebagaimana dimaksud p ad a ayat ( l) ter n 

a. kepas'tian bukum, buhwa kcgial~gutamakan 
pena ngana.n pengHduan masyarakat me an dalam 
la ndnsan pcraturan pcnmdong-undang 
mcnangani pengaduan masyarakat; 

. . an pengaduan b. obycktivitas, bahwa kegmtan pcnangan bukti yang 
m asyaraka t harus berdasarkan fa.kta atau 
dapat di.nilai berdasarkan !criteria terte:ntu yang 
ditetapkan; 

c. eJektivitas dan efisiensi, bahwa kegiatan penanganan 
pcngaduan m asyara.kat harus dilaksanakan secara 
tepat sasaran, hema t tenaga waktu dan biaya; 

d. akuntabilitas, bahwa proses kegiatan penanganan 
pc:ngaduan masyarakat dan tinda k lanjutnya harus 
dapat d.ipertanggung jawabkan kepada masyarakat 
sesuai dengan peraturan perundang- undangan 
danprosedur yang berlaku; 

e. kerahasiaan, bahwa penanganan pengaduan terhadap 
suatu pengaduan masyara.kat dilakukan secara hati­
hati dan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan p erundang- undangan yang 
berlaku; 

f. transparans i, bahwa hasil kegiatan penanganan 
penga~uan masyarakat diinformasikan berdasarkan 
mekan1sme dan proscdur yang jelas dan 
terbuka, sesuai denga n ketentuan peratu.ran 
perundang-undangan yang berlaku; 

g. cepat, bahwa pcnanganan pengaduan masyarakat 
harus cepat ditanggapi sesuai ketentuan 
be rla ku; dan Yang 

h . tidak '!~kr~ina ~'. . bdahwa pengaduan masyarakat 
yang eruna 1tm aklanjuti secara adil d 
transparan sesuai peratu.ran peru.ndang-undangan. an 
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PENGADUAN MASVARJ\K/\T 

Pnsal 6 

Mnsy k pcngaduan urn nt dapnt mcnyurnpniknn lupornn atau I h 
nlns dURllfln p c nyimpangon ynng diJrucul<an . 0 ~ 
P e n y clcn&Rurn Pcrnc rintn han Dnc ruh d o n/otau Pcmcnn 
D c sa di lingkungnn Pcmc rintnh Doc rah kclnspcktor-nt. 

Pnsal 7 

Sumbcr- penga duan mnsyarak1lt daput berasal dari : 
1. pcro rrmgnn; 

2 . m cdin massn ; 

3. orgnnisasi masyaraknt; 
4. bndnn hukum; 

5. Lcmbaga Negara, Badan/Lcmbaga/ lnsta.nsi 
Pcmerinti.lh dan /atau Pemerintah Daer-ah. 

Pasal 8 

lnspcktorat melakukan pcnanganan terhadap pengaduan 
alas dugaan penyimpanga n yang dilaporkan atau diadukan 
o leh masyarakat s ebagaimana dimaksud pada Pasal 6. 

Pnsal 9 

(1) lns p e ktorat melakukan penanganan terhadap 
pengaduan alas dugaan penyimpangan yang dilaporkan 
atau diaduknn ke Komisi Pcmberan tasan Korupsi (KPK), 
Badon Pemeriksa Kcuangan (BPK), Badan Pemeriksa 
Keuangan d a n Pe mbangunan (BPKP) , lnspektorat 
JcnderaJ Kementeriun, lnspektorat Provinsi dan Aparat 
Penegak Hukum selclnh ado permintaan s ecara resmi 
dan tertulis kepnda Bupuli dengan menyampaikan 
pema paran ata u hasil peme riksa an penanganan lapo ran 
atau pengaduan dimaksuci dnri instansi tersebut; 

(2) Jika ada 
langs ung 
membuat 

surat permintao n resmi dan tcrtulis sccara 
k e lnspe ktornt maka lnspektorat nkon 
telaahan slaf kc Bupatl untuk meminta 

persctujuan. 

Posa! 10 

Pemaparan atau hasil pemeniksaan penanganan laporan 
atau pcngaduan sebaguimana dimnksud dalom Pasal 9 
sekurang kurangnya memuatunsur sebagai berlkut: 
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a. informasi s urat 1 aporan atau pcngadunn; 

b. perbuatan yang didugn mclnnggor kclcntuan peraturan 

perundang- unda n gan; 

c. kctcrnngnn yang m emuat fnktu, clnta atau 

petunjuk lcrjl\tlinyn pelnnggaran; dnn 

d. s ejauh muna penongannn yang te lah dilakUkaJl bila 

pengaduon tersebut tc loh/ scdnng dit angu.ni. 

Paso! 11 
· ana 

(1) Pcnangannn pengadunn olch lnspe ktornt _sebagaun •uti 

d imaksud d alnm Pasnl 8 dan PasnJ 9 ditindaklanJ 

setc loh terpcnuhi unsur laporon atau pcngaduan; 

hi 
(2) Dalam hol Lnporan ntnu pengaduun Lidak mcmenu 

unsur scbagoimana dimnl<sud dalrun Pasal 10,_ ~aka 

la poran atau pcngndu an tidak d a pat ditindak lanJutl. 

BAB V 
KRITERIA DAN JENIS 

PENGADUA N YANG DITINDAKLANJUTI 

Bagian Kesatu 
Kriteria Pengaduan yang Ditindaklanjuti 

Pasal 12 

Laporan atau pengaduan dapa t ditindak lanjuti a pabila 

telnh m emenuhi kriteria yaitu sekurang-kurangnya memuat 

unsur-unsur atau infonnasi sebagai berikut : 

a . data pelapor yaitu nama dan nlnmat disertai fotokopi 

KTP a tau identitas lainnya; 

b. data terlapor yaitu nama, jabatan dan alamat; 

c. pelayanan Pub lik yang tidak memuaskan 

d. PenyaJah gunaan wcwenang atau jabatan 

e. Pelanggaran kode e lik 

f. Pelanggaran atas Displin Aparatur Sipil Negara (ASN) 

g . MoJ Administrusi 

h. pcrbuatan yang diduga melonggar kctcntuan peraturan 

perundang- undanga n; dan 

I. keterangon yang m c muut fakta, 

petunjuk lcrjadinya pe langgoran . 
data atau 

Bngian Kedun 

Jenis Pengadu an yang Ditindaklanjuti 

Pa sal 13 

Jenis laporan atau p engaduan yang dapat ditangani dan 

ditindak lanjuti dupat dikelompokknn sebagai berikut : 
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a. indikasi pcnyalahgunaan wcwcnang; 

b. indikasi korupsi. 

Pasal l4 

uhi 1cdteria 
Laporan atau pcngaduan yang tidnlc mei;endan bukaJl 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ebagairnana. 
merupakan jcnis laporan . alEIU pcnRR~~:;nltlanjuti atau 
dimaksud dalam Pasal J 3 tidnk dap~1l dill 
tidak dapat diproses. 

BAB VI RAN 
MEKANISME PENVAMPAIN LAPO 

• Pengaduan 
Bagian Kcsatu Mckanismc Penyampa1an 

Pasal 15 

. duan atas dugaan 
Masyarakat dapat m~yampruk~n pengt dalaJll Pasal 6 
penyimpangan scbag~mana dimaksu 
melalui 2 (dua) cara yrutu : 

a. sccara langsung; da.n 

b. sccara tidak langsung. 

Pasal 16 

(1) Penyampaian pengaduan seeara langsung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dapat 
dilaksanakan dengan mengunjungi langsung kantor 
Inspektorat pada hari dan jam kerja dan mengisi 
fonnulir pcngaduan. 

(2) Penerimaan pengaduan secara langsung 
dilalcukan olch pctugas pcncrimaan pengaduanya itu 
dari Unit Peleyanan Pengaduan Masyarakat. 

Pasal 17 

Pcnynmpaian pcngaduan secara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
dilaksanakan melalui ; 

a. sural; dan 

b. surat cleklronik. 

Pasal 18 

tidak langsung 
15 uruf b dapat 

(1) Penerimaan pengaduan secara tidak Jangsung 
scbagaimana dimaksud d a la m Pasal 17 dilakukan oleh 
petugas penerimaan pengaduan inspektorat yailu dari 
Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat lnspektorat; 

(2) Penyampaian pengaduan secara tidak 
langsung sebagaimana djmaksud dalam Pasal 17 
sekurang-kurangnya harus memuat: 
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a. data pelapo r yaitu nnma d an/atou a lAmat disertai 

fotokopi KTP atau idcntitas lainnya; 

b. data terla por yailu nama, jabaton dan/atau aJamat; 

c. perbua tan yang diduga melanggar 

pcra turan p erundang-undungan ; dnn 

ketentuan 

d. ketc rangan yung mcmual fnkta, 

pelunjuktcrjodinya pela.nsgarru1 . 
data atau 

Bagian Kcdua Mckonismc/Tata Cara 

PcnangonanPcngnduan Mosyornkal 

Pasal 19 
• 

(1) Pcngoduan masyarokat harus dfaertai dengan buktJ­

bukti pendukung scbagaimana dimaksud daJam PasaJ 

12 atau Pasal 18; 

(2) Onla.m h a l materi pcngaduan masyarakat tidak le ngkap 

akan dikemboJiknn kepada pclo por dan p e lapor harus 

mdengkopi m ateri paling lumba t 5 (Lima) hari kcrja 

tcrhitung sejak pengaduan d ikcmbalikan oleh petugas 

Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat; 

(3) Dalam hul pengadu lidak melengka pi materi pengaduan 

scbagnimana pada ayot (2) maka pengadu dianggap 

mcncabutpengaduannya. 

Pasal 2 0 

Penanganan pengnduan masyarakat dila.kukan dengan 

tahapan sebagai bcrikut: 

a . pencatotan; 

b. analisa pcngaduan; 

c. pcmeriksaan; dan 

d . pelapora n . 

Pasal 21 

(1) Pencatatan sebagaimana dimaksud daJ p 

huruf a diloksanakan o le h petugas pen::' t asal 20 

masyaraka t d i Unit Peluyanan Pengadua: ~enga dukan 

lnspektornt. 
a syara at 

(2) Petugas pencntn t m c lakukan pcncatntan at . fi . 

pengad uan yang m emuat d t as m ormas1 

"d . a a surat pengad 

1 enu tas pelopor, identitas terl uan, 

pengoduan. apor dan substansi 
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PasaJ 22 

(1) Analisa pengaduan masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 20 huru.f b dilaksanakan oleh 

Tim Analisa Pengaduan pada inspektorat yang 

dibentuk oleh inspektur. 

(2) Tim Analisa Pengaduan scbagaimana dimaksud pada 

ayat ( l) bertugas melakukan Analisis terhadap 

pengaduan yang m asuk ke lnspekto rat se1curang­

kurnngnya mcliputi : 

a. perumusan inti masalah yang diadukan ; 

d k l•nr.ormasi atau 
b. pemeriksaan keabsahan o umcn, 1 ' 

bukti pcngadunn; 

c. penentuan kcputusan apakah pengadu8;"1 untuk 

ditindak lanjuti atau tidak berdasarkan pertimbangan 

kriteria, S DM, waktu, anggaran dan peraturnn yang 

berlaku serta pertimbangan lainnya; dan 

d. pcmbuatan telaahan staf kepada Bupati guna meminta 

pcrsetujuan terhadap laporan ata u pengaduan apakah 

dapat atau tidak untuk ditindak lanjuti oleh 

lnspektorat. 

(3) Tim Analisa Pengaduan daJam melaksanakan tugasnya 

dapat melakukan klarilikasi dan konfirmasi terhadap 

pihak tcrka.it baik pela por, tcrlapor atau pihak terkait 

lainnytc. 

Pasal 23 

(J) Pemeriksaan sebaga.imana dimaksud Pasal 20 huruf c 

dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa. 

(2) Tim Pem eriksa dibentuk oleh lnspektur setelah Bupati 

mcmberikan persctujuan tindak lanjut terhadap laporan 

atau pengaduan. 

(3) Tim pemeriksa menjalankan tugasnya berdasarkan 

Surat Perintah Tugas dari lnspektur dengan struktur lim 

terdiri dari PengendaJi Mutu, PengendaJi Teknis, Ketua 

tim dan Anggota. 

(4) Pcngendali Mutu Tim Pcmcriksa adaJab lnspektur daJam 

hal belum tersedia SDM yang mcmenuhi kompetcnsi 

Pengcndali Mutu (dari unsur Auditor) atau Ahli Utama 

(dari unsur PPUPD). 

(5) Pengendali 
Pembantu 
Madya. 

Teknis Tim Pcmeriksa adalah Inspektur 

atau Pejabat Fungsional Auditor/PPUPD 
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(6) Ketua dan Anggota Tim Pemeriksa adaJah Pejabat 

Fungsional Auditor /PPUPD, diutnmakan memiliki 

sertifikat Audit lnvestigasi dan/atau jenis audit yang 

berkaitan dengan substansi pemeriksaan. 

(7) Tim Pemeriksa sebogaimana dimaksud padn 

ayat ( l) bertugas melakuknn Pcmcriksaan 

tcrhadap pcnga?uan. masy~~~ 

berdasarkan standar Asosias1 Auditor Intern Pemerin 

(8) Dalnm mclaksnakan tugasnya Tim Pcmcriksa berwenang 

a. melakuknn kJnrifikosi dun validasi 

laporanatou pcngaduan; 

terhadap 

b. mengumpulkan fakta, data dan atau 

diperlukan; 

keterangan yang 

c. memeriksa terlapor yang diduga 

pelanggaron scrta pihakterkait Jainnya; 

d. meminta keterangan lebih lanjut 

pihakyang melaporkan/pelapor; dan 

c. memberikan rekomendasi terkait tindak 

pemeriksaan. 

PasaJ 24 

meJakukan 

kepada 

lanjut hasil 

(1) Dalam pelaksanaa.n pemeriksaan Tim dapat melaku.kan 

koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Komisi 

Pcmberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, 

Sadan J-'engawas Keuaugan, Pembanguna.n, lnspektorat 

Jenderal Kementerian, lnspektorat Provinsi, Penegak 

Huku m ( Kepolisian dan Kejaksaaan ) dan Pakar 

atau Tenaga Ahli dan pihak lainnya yang dibutuh.knn. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilakukan dalam bentuk: 

a. pemberian infonnasi; 

b. verilikasi; 

c. pengumpulan data dan keterangan; 

d. pemaparan hasil perneriksaan penanganan laporan 

ntau pengadunnmasyarakat; clan 

e. koordinasi Jain sesuai dengan 

pcraturan perundang-undangan. 
ketentuan 

(3) H_asil koordinasi sebagaimano dimaksud ada 
dttuangkandoJam Serita Acara. p ayat (1) 

(<I) Bentuk dnn hasil koordinasi sebagaimana d" ak 
pada ayat (2) d (J) b . 1m sud 
dibuka dan diber~ k ersifat _rahasiu, tidak boleh 

lain sesuai denga~n k etada publik kecuali ditentukan 

undangan. e entuan peraturan perundang-
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Pasal 25 

(1) Hasil pemeriksaan oleh Tim Pcmcriksa ditua.ngknn 
dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan. 

(2) Tim Pemeriksa wajib menerbitkan Laporan Hasil 
Pemeriksaan paling lamb::it 15 (lima bclas ) h ari ~erja 
setelah berakhirnya masa pemeriksaan, dikccu ahkan 
untuk pemcriksaan kasus yang mcnggunakan Paknr 
atau Tenaga Ahli dan pihak lainnya yang dibutuhkan. 

l3) Sebelum diterbitkannya Laporan .Ha sil Pemeriksaand • 
· al Kepa a 

Tim Pemeriksa mclakukan ekspose intern 
Bupati Lebong. 

(4) Laporan Hasil Pemeriksaan disampa.ikan kepada Bupati. 

. laporan hasil 
(S} Pi.hak lain yang berkepcnti.ngan ata~ . . 

pemeriksa.an harusmendapnt izin tertuhs dan BupaU. 

rahasia, dan 
(6) Laporan Hasil Pemeriksaan bersifat 

dilaporka.n kepada Bupati Lebong. 

Pasal 26 

(1) Laporan Hasil Pemeriksnan sebagnimana dimaksud 
dalam Pasul 25 ayat (I) do lam bentuk te.rtulis yang 
memuat antara lain: 

a. sumber pcngaduan; 

b. materi pcngnduan; 

c. fakta yang ditcmuka n 

d . a.nalisis; 

e . kesimpulan; dan 

f. sara.n/rekomendasi. 

(2) Sistimatika Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud padaayat (1) adalah sebaga.imana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupali ini. 

BAB VII 
T INDAK LANJUT 

Pasal 27 

(1) Unsu.r Pemerintahan Dacrah dan Pemerintah Desa 
sebagai terlapor serta pihak tcrkait wajib menindak 
Janjuti hasil pcmeriksaan sesuai rekomendasi hasil 
Pemeriksaan; 

(2) Inspcktor at wajib mcmantau da.n mclakukan 
pemutakhira.n data tindak lanjut hasil pemeriksaan; 
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./ 
I 

(J) 
8
Lapor~n hasil pemantounn wojib dilaporkfln kcpoda 

upat1. 

BAO VIII 
EVALUASI 

PasAI 28 

(1) lnspcktora t mcla.kukan cva luasi liccnra bcrkala tcrhadap 

kincrja nt as p cla.ksanaun pcnonRrm on pcng11duan; 

(2) Evaluasi scbagnimana dim nksud pado nya t (1) 

dilaksanakan dalam ben tuk survey k cpuasnn 

pclayana.n . 

BABIX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 29 

Pemturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar sctiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan 

Pcra ruran Bupati ini dengan penempatannya daJam Serita Daerah 

Kabupaten Lcbong. 
Ditetapkan di Tubci 

pad a tanggaJ 15 Agustus f 022 

1 BUPATI LEBONO, 

) iundangkan di Tubci 
f KOPL1 lsoru 

>ado Agustus 2022 
H 

NG, 

H.M USTARANI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONO TAHUN 2022 NOMOR 

.. 
; " . "'' ' . ' ~I' L~~O'IG ,;., ,. , U 1 
.,,. ,•.111••1: ,,,1 

• i.. •I 

• ( 'I I , • 
,. .; • I .11 , ,.: .. , 
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